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: a. bahwa penyuluhan dan penerangan hukum
merupakan upaya guna memantapkan
kadar kesadaran hukum masyarakat
sehingga terbentuk perilaku warga negara
Indonesia yang taat hukum;

b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor KEP-015/J.A/31995
tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan
Renyuluhan dan Penerangan Hukum sudah
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aksaan Republik Indonesia.
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E:ri]aku anggota masyarakat Indonesia yang taat hi

yang berada di perkotaan; agar lebih mengetahui, -c
jan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ter
dalam berbagai peraturan perundang-u

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakan penyuluhan dan pe
hukum adalah untuk memantapkan kadar kesadar
masyarakat agar setiap anggota masyarakat menyad
menghayati secara serasi hak dan kewajibannya seba
negara serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, h
keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga.

emberikan penerangan hukum kepada tokoh-tokoh n
day selanjutnya mengikutsertakan tokoh-tokoh m
tersgbut untuk menyampaikan kepada masyaraka
Pgmberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Gerakan A

BAB IH
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Program penyuluhan dan penerangan hu
diselenggarakan oleh Kejaksaan adalah Pembinaan
Taat Hukum disingkat BINMATKUM dengan
a. Penyuluhan Hukum.,
b. Penerangan Hukum.

Pasal 4

(1) Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dila
dengan cara :
a. Kunjungan dari rumah ke rumah
b. Ceramah, diskusi, temu wicara, sarasehan
dan sambung rasa dan atau;
c. Lomba dan atau;
d. Melalui media cetak dan elektronik.



(2) Pendekat' n,ipenyuluhan dan penerangan hukum dilakukan
' dengan"metode persuasif, edukatif, komunikatif” dan

.Pasal 5 N

Materi hukum"yang‘ disajikan adalah peraturan perundang-
undangan dan materi hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan,

©

T Pasal6

Sasaran kcglatan B]NMATKUM adalah :

a. Masyarakat pedesaan

b. Aparaturnegara,-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh
masyarakat lembaga swadaya masyarakat, parpol,
mahaslswa pelajar dan lain-lain.

Pasal 7

Pasal 8

dan penerangan hukum untuk '
telah dﬂaksanakan keberhasﬂan

yang telah dicapai, manfaat yang telah diperoleh serta hambatan
yang dialami,

Pasal 11
Kegiatan penyuluhan dan péne}angan hukum dilaporkan oleh :
a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan
Negeri.
b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

¢. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung.
d. Kepala Pusat Penerangan Hukum kepada Jaksa Agung.

BABYV
“PENUTUP

Pasal 12

‘Uraian secara rinci kegiatan program BINMATKUM diatur

dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)

r

. Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung RI ini, maka
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-015/J.A/3/1995
.tanggal 22 Maret 1995 dinyatakan tidak berlakn lagi.

(2) Semua ketentuan-ketentuan yang telah ada yang bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Bal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

kemudian oleh .T aksa A ung Muda Intelljen

'.‘.
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